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PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA CILEGON
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2020, perlu
menetapkan Pelaturan Wali Kota tentang Estindar Biaya
Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamaclya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taalnn 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undeng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Incionesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengada-wn Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negerli Nomor 21 Tahun
2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daercib;

Peraturan Menteri Keuangan Republik I[hdonesia Nomor
32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggarcan 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 511)

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Pokok-nokolk Penecelolaan Kenancan DNaerah  {Temharan



MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN  WALI KOTA  TENTANG  STANDAR  BIAYA
PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalamn Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai wunsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

- daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Wakil Wali Kota adalah wakil Wali Kota cilegon.

S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjacli kewenangan daerah.

O. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi
Negara sebagaimana dimeksud dalam Undang-undang Dasar
1945 dan Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh
undang-undang.

7. Aparatur Sipil Negara yang sclanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai mnegeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian atau diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai
Negeri Sipil adalah pegawai mnegeri sipil dilingkungan
Pemerintah Kota Cilegon.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai pegawai ASN secara ftetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
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Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang sclanjutnya
disingkat PPPK adalah warga mnegara Indonesia® yang
memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

PNS diluar pegawai Pemerintah Kota Cilegon adalah personil
PNS yang berasal dari luar Pemerintah Kota Cilegon seperti

Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya.

. Pegawvai non PNS adalah pegawai yang diangkat oleh

pemerintah Kota Cilegon untuk jangka waktu tertentu guna
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang
bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem
kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri
Sipil.

Non PNS diluar pegawai Pemerintah Kota Cilegon adalah orang
atan pegawai Non PNS yang bekerja di luar pemerintah Kota
Cilegon.

Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggarain atau pejabat yang diberi wewenang oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilingkungan
Pemerintah Kota Cilegon.

Pengguna  anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah kepala Perangkat
Dacrah atau kuasanya yang bertanggung jawab atas
pengelolaan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah

vang bersangkutan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cilegon yang
selanjutnya disingkat APBD Kota Cilegon adalah rencana
keunangsm tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan  pengeluaran  anggaran  belanja
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Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasifpejabat
fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan
Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Pejabat Pemeriksa Hesil Pekerjaan yang selanjutnya djé‘,ingkat
PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/ personel yang bertugas memeriksa administrasi

hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

. Panitia Peweriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat

PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil

pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang

ditunjnk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat
Daerah.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional
vang ditunjuk untuk membantu tugas-tugas Bendahara
Penerimaan dalam menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
unit kerja OPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah pada OPD.

Bendahaua Pengeluaran Pembantuadalah orang yang ditunjuk
untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna
kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperlnan transaksi PPKD. Bendahara pengeluaran PPKD
bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggung-
javvabkan  seluruh  pengeluaran PPKD  dalam  rangka



BAB 11
S TANDAR BIAYA

Pasal 2

(1) Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

terdiri dari:
a. standar biaya belanja tidak langsung dan belanja langsung;

dan
b. standar biaya khusus lainnya.

(2) Standar biaya belanja tidak langsung dan belanja langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini

(3) Standar biaya khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurufb tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan
bagian ticak terpisabkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal .26. Apr.il. 2019
WALI KOTA CILEGON,
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Diundangkan di Cilegon
pada tanggélf?jﬁ.;Ap ril 2019
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SEKRETARIS D AFR A KOTA CILEGON,




